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. ‘DAERAH" PROPINSI. DAERAH ISTIMEWA ACEH. -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH- ISTIMEWA ACEH.

Buhwu un’ruk kelancaran peluksanuan fugqs-‘lugus DI"

: _.Pendc:pufan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang

2

dibentuk berdasarkgn Peraturan Daerah Propinsi Daerch
Istimewa Acch, No. 2 Tahun 1975, perlu menyesuaikan

. Susunan Organisasi dan Tata Kerjonya dengan Kepuiutan
‘Menteri Daldm’ Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tangga! 31

Maret 1978. fentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat |,
-“Bohwa “untuk mc:ksud tersebut perlu diatur dalam Perg-
- furan Daerc:h

Mengmgai :

. Undang- Undung No 24 Tczhun 1956 ;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 Yo.
No. 11 Tahun 1975 ;

Keputusan Menieri Dcx!am Negeri No. 343 Tahun 1977 ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39 26
“tanggal 371 Maret 1978 ;
. Peraturan Daerah Propmsu Dc:erch !u’nmewu Acch No. 2

2 Tahun 1975,

’ Dengun Persetuwun Dewan Perwakllan chkyat Daercsh Propinst’
Daerch istimewa Aceh.
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MENETAPKAN :

LD. No. 1.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA

ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB —L

KETENTUAN UMUM

Paml — 1.

Yang dlmcksud dqlam Peraturan Daerah ini dengan .

a.

b.

1)

Daerah
Pemsrinteh Daerah
Gubernur Kepala
Daerch

Dinas-

Kepala Dinas

. Cabang Dinas

Unit Pelaksana Tehnis :

Dinas - 7
Pendapatan'Daerah -

adalah Propinsi Daerch Istimewa Aceh,
adclah Pemerintah Propinsi Daerah Isti-
mewa Aceh, : -
adalah” Gubérnur Kepala- Daeruh Isti-
mawea Acehi .

udulah Binas Penduputun Daerch Pro-
ninsi Daerch [stimewa Aceh.

addlah Kepala Dinas Pendapatan Dae-
vah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
adalah. Cabang-Cabang Dinas Penda-

“patan Daerah Propinsi Daerah Istimewa

Aceh,

adalah unsur Penunjang Pelaksanaan
dari sebagian. tugas. Pinas.

adalah Pendapatan Propinsi Daerah lsti-
‘mewa Aceh yang-terdiri dari Pajak, Ret-
ribusi dan hasil usaha Daerah yang sah
termasuk Penerimoan dari Keuntungan

~ Laba -_Perusa-hqqn.

BAB —H.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal — 2.

Dinos melaksanakan tugas-tugas pokok sebagal berikut :

a.- Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha dibidang
pungutan dan pendapatan Daerah berdasarkan kefentuen
- baik yang diatur oleh Pemerintah Pusat. muupun yung -diatur
~ oleh Pemerintah Daerch.
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b. Mengadakan penelitian dan menilai fafa cara pemungutan

lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang dia-
dakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itv menjadi
hak dan wewenangnya, maupun pungutan-pungutan dari
Pemerintah Pusat yang telah diserahkan pada Daerah, guna
menciptakan dan atau mencari sistim yang lebih berdaya
guna dan berhasil guna.

‘Melaksarigkan segala usaha dan kegiatan pemungutan,

pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerch kedalam
Ras Daerah secara maksimum, batk terhadap sumber pen-
dapatan Daerah maupun dengan penggalian sumber-sum-

_ber Pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijaksa-

naan ‘yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dan atau

Peratyran Perundang-undangan yang berlaku. -

Selain tugas-tugas pokok dimaksud padalayat 1 sub a ¢/d ¢ pa-

sal ini, Dinas berkewajiban pula meldkvkan tugas-tugas lain.
nya :

.

Mengikuti perkembangan.keadaan secara ferus menerus dan
memperhatikan okibat atav pengarvh-pengarvh dari kea-
daan itu terhadap pelaksoan tugos pokok.
Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data
serta bahan-bohon mengenai atay yang berhubungan de-
ngan peloksandan tugas pokok.

Membuat rancangan-rancangan dan program-program yang
diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokek.

Membugt perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran
atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya ke-
pada'Gubernur Kepala Doerah sebagai bahan guna mene-
tapkan kebijaksanaan dan atou mengambil keputusan.
Memberi saran dan pendapat kepada Gubernur Kepala
Daerch dalam mempertimbangkan besar/beratnya pungu-
tan-pungutan Daerah yang bermacam ragam itu,
Mengolah kebijoksanaan tentang Pendapatan Daerah yang
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Menyusun Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas.
Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau
kebijoksanaan dibidang pungutan-pungutan Daerah. -
Membuat Rancangan Peraturan Daerah/meneliti pengesahan
Peraturan Daerah Kobupaten/Kotamadya Daerah Tingkat |
atau sehubungan dengan pungutan-pungutan daerah.
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L.D. No. 1.

~ o Menyusun '[cxpo-rdh"-‘m‘eagén;ﬁif‘se"gm!a kegiutq'n d‘ac.!:lm ling-
= ~ckungen Dinags.

ke~ Melaksanokedn fugas-iugcs lmn yung dzbnnkan cle'f‘ Crsber-

= B Kanqla Dceera‘f:

Pose — 3,

Untuk mr‘nye!-erggﬂmka“ tugas pokok Binas. berfuncsx sebagal
ber:kuf .

. '”Perer*cunua-n pang mel puh segqla vsaha ddn keg*a?an untuk

merenccmckqn, mempersiogkan, menco‘ah mene!qﬁh penyusu-
ran rimusan, kebijaksenann tahnis soita proqrcm kerja.

b. ‘Pelekeanaan veng anpuh segala useha dah. kegiotan uniuk
menyelencgarakan pemunautan dan memwu?un g:endcquf‘an
dagreh. )

. Ke-tdia uschaan yrmq melin

puil seaclka ustha dan keq icion df bl-
dang “tate Usahd Umum, Kepesowsitn, perlengkopan dan ke-
wangon, '
Keerrdinasi yona meliputi segala uar.z'h"x c‘un kagiatan guna me-
“yiujudkan kesetuen don keserasion ‘cerak yang berhubungan
“dengan peningkaien pendagetan Deerch. _

_ angawc'c*’e yc:"v; r“ehndh zegola utaha don kagich c:ra enivk me-
"I"[Gtk:C{FC!PCH'I pengamandn ichnis oias nelabsancan teass nokeke
“nya sesuei dengom kabijoksuncan yana diteiopkan olah Guber-

nur Kenala D::s*rc-h ceria Peraivran perundang-undancan yang

“herlgkul

'BAB.—IE!

‘L""UNA!\ ORCARE‘SA'{!
quc:] — 4,

Susunan . Organisasi Dinas.terdiri dart :

a. Unsur p1mpmun ycmu Kepnla Dinas.

b. "Unsur 'pembaniu’ pimpinan yeifu Baq‘dn Tqi‘c: Usu;ha.":E:
<. Unsur pelaksanu ycuiu Sub Dinas — Sub Dmcss. '

: ) - Pasal 5.
(])BdglunTmaUsuhan fefdi_ri dari : -
a. Sub. Bagian-Umum : :
== Urusan Arsip Expedisi,

] ——
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'

— Urusan Surat Menyurat,
—. Urusan Rapat dan Fertemuan,

= Urusan Rumah Tangga.

Sub. Bagian Personalia.

< Urusen Pengeloloan Pegawal.

— Urusan Administrasi Kepsgawaian,
~~ Urusen Kesejchieraan Pegawal.

— Urusan Pendidikan dan Lefihon.
Sub. Bagian Keuangan. . :
~— Urusan Anggaran dan Pembukuun
- Urusan Perbenduhc:rucn

“— Urusan Gaii.

Sub. Bagian Perlengkapan dan Perbekalan.
— Urusan Pengadaan. =

~— Urusan Kenderaan.

— Urusan Perlengkapan.’

Sub. Bagicn Perpustakaan dun Hubungun Mcsyqrukqf

— Urusan. Perpustakaan,
— Urusan Hubungan Masyurakat.

Sub. Dinas — Sub, Dinas terdijri \duri e

o,

Sub. Dinas Pajak :

— Seksi Pajak. - : :

= Seksi Pembukuan, dan Laporan.

~— Seksi Sengketa‘Pajak dan Doleansi..

Sub. Dinas Retribusi @ . .

— Seksi Retribusi.

— Seksi Retribusi Tingkat i, S
— Seksi Penerimaan Dinas — Dinas, = . "

.- Sub. Dinas Pendapatan Lain- Lain &
- — Seksi Penerimaan Pusat..

~— . Seksi Penerimaan Lain-Lain. - . S
— Seksi Sumbcmgan dan Penzmun e .\— ,

Sub. Dinas Pengawusqn dan Pembmaon 170

—— Seksi Pengawasan Keuangan,” Materiil dun Persoml.
— Seksi Pembinaan Tehnis Administrasi. .

— Seksi Pembinaan Daerah Bawachan.

. . Sub. Dinas Perencanaan dan Pengembangan i

~—— Seksi Periélitian dan Perencanaan.
— Seksi Dokumentasi dan Statistik.
Seksi Hukum dan Perundang-undangan.

s B s



Dings terdiri darf :

L.D. No. 1.

Pasal — 6,

Kantor Puzat yang berkedudukan di Thukotd Proplml

Kanior Cobang yang mempunyai ‘Wilaych Kerja rertenru dan
pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan. .

Unit pelaksana Tehms Dmas

_Pgsa‘lr—'_——'- 7." _

Pada Dinas ditunjuk Bendaharawan.

Pasal — 8.

Susunen Organisasi Cabang Dinas : ©

(1.

{2).

3.

Cabang Dinas terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan, Kepala Cabcmg

b, ‘Unsur. Pembcﬁfu Pimpinan, Sub.“Bagian Teta Usaha.
¢. Unsur Pelcxksqnu, ‘8eksi. .

Sub. Bagian Tata Usahd terdi- dari -

a. Yrusan Umum. N

b. Urvsan Personalia. (%

¢. Urusan Keuvangan. :

d. Urusan Perlengkapan dan Perbeku!cm. :

e. Urusan Perpuslakc&an dan Hubungun Musyarakaf

Seksi-Seksi 'l'el'dll'l “dari 1

a. Seksi\Pusat Tata Usaha (PTU).
—"Sub. Seksi Loket.
~~ Sub. Seksi Arsip.
— Sub. Seksi Kartu.

b. Seksi Penetapan Reficana’ Penenmucn dan Dolec:nsn‘-
~— Sub. Seksi Penetapan.
— Sub. Seksi Doleansi.
— Sub. Seksi Pembukuan Penetcpan
e Seks: Penagihanis
e Sub, SeksivPelunasan,
— Sub. Seksi.Penagihan.
— Sub. Seksi-Tugas® Luar. S
d. Seksi Tata Usaha Pivtang Pajak (TUPP)
— Sub. Seksi Pembukuan Penerimaan.
— Sub. Seksi Perincian Pembgyaran.
~ Sub. Seksi. Pelunasan: Pembayaran. . =

—_ —



L.D, No. 1.

e. Seksi Refribusi dan Pendopatan Lain-lain :
— Sub, Seksi Retribusi.
— Sub. Seksi Pendapatan lain-Lain,

(4). Untuk kegiatan pemungutan pendapatan daerah bila dipan-
dang perlu dapat dibentuk Unit Peloksane Tehnis Dinas.

(5). - Pada Cabaong Dinas dapat pula ditunjuk Bendaharawan pene-
rimét dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang.
(PUMC).

Pasal — %,

Shoktur Organisast Dinas, Cabang Dinge dan Unit Pelaksana
Tehnis Dinas seperti terlampir pada Peraturan Doerah Int.

BAB. -— IV.
TATA KERIJA.
Pasal — 10

Tugas Kepala Dinas adalah :

a. Membantu Gubernur Kepala’ Daerah dibidang tugasnya.

b. Memimpin, mengkeordinasikan, membina dan mengembangkan
- semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab atds pelaksana-
“annyo kepada Gubernur Kepala Daerah.

¢. Merencanakan program kerja Dinas dalam usaha mencopai ter

laksananya fugas pokok Dinas.

d. Melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkrenisasi dan

simplifikasi baik dalam lingkungen Dinas mavpun dengan instan-
si-insiansi lain. '

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

. Kepala Daerah.

f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan

kepada Gubernur Kepola Daerah tentang tindakan-tindakan
yang perlu diambil dibidang tugasnyo.

Pasal — 11,

.(1). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalch :

:d. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
b. Memimpin selurvh kegiatan dalam lingkungen tugasnya.

L, e e
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LD. No. 1

c. Menye angocj 1fcm pam;,ll,c-a-n Administrasi dan: penguru-
son rumash - .
. Melokan

‘ozl Kepegowalion, Keu
Parp: 'slcmczc": dcxn HU-

ik : ,5’11c:n cum cm:u }ﬂrnmbdngcun kepada
'(e:)orcr Dmu‘) tenteng tindakan- tindakan yang perladiambil
dibidang togasnya. ¢ .t

Tugas. Kepalo Sub. Bines Pojek adalah :

a. MembantiKepala' Dinas dibidang TUgu's’ﬁYd.

b. Memimpin seluruh keaiatan delam bidang fugasnya.

c. Menyslenggarakan fehinis Administrosi Pungutan, Pengum-
pulan dan kemanuku Pojck Doerah berdasarkan kebijok-
sanaan Dinas. T

d. Menyzlenogarckan pembuekuon dan’laporan mengenai ps-
nelcpan Pembayaran don tupddakan Pajok Daerch.

e, Me: “,elen ra“akcn leniotom Admm;sx.aSI - yang, -berhubu-

Uzohé Sub-Subs Dinas Co!
lingkungar Dings, (51 :
Memberikan sararFseran “dan oiou "}:ér;irh’bdhgan-;ﬁérﬁn%
bangan kepddea Kencla:Tings  tenfang “tindakan-tindakan
syang pedyadiambil dibidang 1Ug::z=nya e IR N

. T "'dlb:dcmg :uge;nya.
b. Memimpin seluruh kegicten dolom bdanq tugdsnya.
¢.":r\!\e'q§<:-.cz'mka"1 Pemat an Tehnis' Acm:mc;rasu Pungu’mn, Koor-

: "'PQ?rlbus: Doeemsh ST R
Me !a-ks:nakc:n-ke::sdlcm Kodi't
bingan Tehnis Punguten Retiibusi Drxeiuh qukat LiE
@. Menyelsnggorakan _?emuoqmm : don laporan mengenai ha-
si Retribusi, Pendc'ﬁ\;?aﬂ‘ DT.
luruh re".enmapn D
Mengadoken 5
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Q ‘Membertkan saran-saran dan iatav’ perhmbangun perﬂnu
“bangan kepada Kepala Dinas  tenfang - hndakqn tindakon
yang perlu diambil dibidang tugasnya.

{4) Tugus Kepala Sub, Dinas Pendapatan lain-ltain udclah e
= @) -Mémbantu Kepa]a Dinas dibidang tugasnya.
b. “Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnye.

@ Melaksanakan kegiatan tehnis administratip pungutan, Koor-
- dinasi dan pengdwasan udmmlsirahp dlb:dang pungutcn
“pendapatan lain-lain.
d,""Ményelenggurakan Pembukuan dun laporqn mengenal Pen-
' ‘dapatan lain-Tain.
e. Mengadakan huburgan ker|a same’ dengan ﬁaglcn Tata
T Usaha,” Sub:Sub Dinas dan Cubang-Cabang Dlnas lainnya

- dalam lingkungan Dinas.
f. Memberikan 'saran dan aiou perflmbangan kepudc Kepala

Dinas tentang tindokan-tindokan yeng perly \diambil dibi-

dang tugasnya.

{8). Tugas Kepula Sub. Dmus Penguwasun dcm Pemb:nacm adaluh

.a.-.Membantu Kepala Dinas dibidang! tugasnya..
" b.: Memimpin: seluruh kegiatan daldm: bidang tugasnya..
¢. Melaksanakan kegiatan Pengawdsan dibidang.. Keuungan,
© . Material dan Kepegawaian ‘ditingkungan: Dinas.
d. Melaksanakan kegiatan-Pengawasan tehnis Admlnlstruhp
- pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah,

" & “Meldksanakan - kegiatan pembinaan’ dan blrnbmgcm tehnis
administratip pemungutan  Pendapatan. Daerah ngkcﬂ i
wrmasitk Organisasi dan Tatalaksananya.

. -f.. Mengadakan hubungan kerja .sama ‘dengan Bugmn Tata
: Usaha Sub-Sub Dmas dan’ Cqbang Cabang Iumn}ra dcﬂam
- lingkungan _Dinas.. :
g. Memberikan saran-saran dan atau perflmbangun perhm-
" Bangan  kepada Kepala Dinas téntang findakan-tindakan
yang. perlu ‘diambil dibidang tugasnya. -
’ h Me!ukscmc:kan Pemer:ksaan di- iapungun

(6) Tugas Kepa!a Sub Dlnas Peencunqan dan Ptngembunﬂcn ada-
lah :

a. Membantu Kepala Dmas dlbidang tugasnya.
b Memtmpln seluruh kegiatan dalam- bidang  tugasnya.
¢. Menyelenggarakan kegictan. penelitian Perencanaan penyu-
" . sunan kebijaksanaan - Dinas, Program Kerja Dinas pengem-
- bangan dqn penggullan sumber pendupatan Daerah
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Melaksanakan kegiatan dokumentasi, Statistik- dan pengo-

:-—.-_5-;Iqhan data - sebagai - bahaw.perencanaan -dan .. pengem-

bangan,
Méngumputkan, menympkan dan merumuskan .buhcm bahan
rancangan . Peraturan -Dagrah, Surat Keputusan. Gubernur

. Kepala . Daerah Istimewea .Aceh . dan kefentuan ketentuun

" Jain’ dibidang Pendapatan Daerah. .
Menyusun kantuk-bentuk formuhr dan laporun kegxc:tan

yang dipertukan dalam pemunguian Pendapatan. Doerah,

.Mengadakan 'hubungan kerja sama dengan .Bagion Tata

Usaha, Sub-Sub Dinas den Cqbang-Cubang Dinas leinnya

. dalem Imgkungqn Dinas:

Membenkan -saran-saran dan atc:u pertlmbangqn -pertim.
bangan kepada Kepala Dinas tentging . tindakan-tindakan

. ,ycmg perlu diambil dalam bideng “tugasnya.

Pusul - 12,

(1). Tugas Kepala Cabang Dindas adalah :
si g’ Memibantu Kepala' Dinas dibidang tugasnya. -

b.
c",
- wilayahi kerjanya,
d.

Memimpin seluruh - kegiatan dalam: bidang ‘tugasnya.
Melaksanakan eegala tugc:s dan wewenung Dmas dalam

Mengadakan hubungan kerja sama dengun Cabang Cubcmg

- Dinas lainnyaydalam lingkungan Dinas.

Memberikan  taran:saran. dan - atau perhmbangcn perhm~

‘bangan”kepada Kepala  Dinds tentang hndakun-tmdukun
< yang peflu diambil: dibidang tugasnya.-

(2). Tugas Kepala Unit Pelaksana. Tehnis Dinas adalah =

SN - H
Cibas

C.

| i'f-s-c!.

e.

“ Membantu Kepala Cabang: Dinas dalam: bldung tugasnya.

Memimpin selurvh kegiatan dalam bidang tugasnya.
Melaksanakun tugqs dan wewenang Cabang. Dlnas dalam

~Unitnyea:

Mengadakan hubungan ker|a sama dengcm Unl’i Unit Pe-
laksana Tehnis lainnya dalem lingkungan:Dinas.

Memberikan saran-soran. dan otdu pertimbangan-pertim-
bangan kepoda Kepala Cabang Dinas tentang hndukun-

" tindakan yang periu diambil dibidang tugasnya

BAB, — V.

PENGANGKATAN DAN I’EMBERHENTIAN KEPAI.A DINAS

Pasal —.13.

Unfuk kepenhngun Pembmc:an, ‘pengangkatan’ dun pemberhen-
tian Kepala Dinas dilakukan -oleh Gubernur-Kepala Daerah setelah
dikonsuliasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

R s R




L.D, No. 1.
Pasal — 14.

(1). Jabatan Kepala Dinas tidak depat dirangkap.

(2). Dalam hal Kepcla Dinas tidek dopat menjalankan tugasnya
- karena berhalangan moka Kepala Dinas menunjuk salah se-
~orang dientara Kepala Sub. Dinas yang tertva dan terfinggi
pangkainya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persstujuan
Gubernur Kepalg Daerah. ‘

BAB. — V1

KETENTUAN PERALIHAN.
Pasal — 15,

. Dengan berlakunya Peraturan Daerdhhini maka segala keten-
tuan yang mengatur tentang Susunan\ Organisasi dan Tala Kerja
‘Dinas yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lag:.

BAB.‘— VI
P-EENUTUP
Pasal — 16,

Hal-hal yang(belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan
diatur dengon surat keputusan Gubernur Kepala Daerch sepanjang

mengenai-—peratoranpeloksonoomyos
Pasal — 17.

(1). Peraturan Doerah ini disebut “Percturan Daerch Propinsi Dae-
rah Istimewa Aceh fentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Doerch Istimewa Aceh”.

(2). Peraturon Daerch ini mulai berlaku poda tangge! diundang-
kan dalam lembaron Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

—11



LD. Neo. 1,

BANDA ACEH, 30 — APRIL — 1979..

E'WAN FERWAKILAN R’\KYAT BANDA 'ACEH, 30 - APRIL - 1979.

'DAERAH PROPINS| DAERAH
ISTIMEWA ACEH.

EB*UCI: e

HRERNUR KEPALA “DAERAH

IS!!Mt\"A ACEH,

[,

wer, ACHMAD AMINS .=<- —. PROF:-A. MADID IBRAHIM —

-Ptundangkan dalam Lembaron:

Basreh Propinsi Daeroh Istimewe

JAceh — Nomor 1-Tohun, 1980
tanggal 11-3-1980 Serie D Nc-
mor 1. .
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,~
d. t. o.

" {Mvhammoad Hasan Basry)

DS A HUKA N

.. Pengon Surat Kepuiusan Menteri

Dalam. Negeri ?anggql 25 Feb-
ruarl 1980 Nomor:061.341 2'! 30
Diirskiers? Janderal Pemermfchaﬂ

- Ufmurm dan Ofonomi Daerah,

Girekiuy Pembinaan Pemerinia-

‘hean Doareh,

d. t. o

{Drs, H. Scemerno) .

“Nindya Wira JoksaNin. 230003504,

12 =



LD. No. 1.
PENJELAS AN,

LUM[_JM 3

1. 8ghwa Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Acsh telah dibentuk dengan Peraturan Daeroh Noemor 2
Tahun 1975 (lembaran Daerah Propinsi Daerch lstimewa
Aceh Nomor 15 Tahun 1975).

2. Bahwa untuk meloksanakan surat Keputusan Menteri Dalam
Nageri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Dae-
vab Propinsi Daerah Tingkat I, maoka Susunan Qrganisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah’ Propinsi Daerah
Istimewa Aceh perlu disesuaikan dahn)menetapkannya da-
fam suaty Peraturan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1s/d14 : Cuvkup/Jelas

Pasal 15 : Dengan’ berlakunya Peraturen Daerah Il
meka Sura? Keputusan Gubernur Kepala
Daerch Istimewa Aceh No. 38071975 tanggal
13 Juni 1975 dan No. 577/1975 tanggal 26
Agustus 1975 masing-muasing tentang Susu-
nan Qrganisasi dan Tata Kerja Dinas Penda-
patan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh dinyatakan tidak berlakv lagi, demi-
kian pula halnya dengan pasal 5 Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Acsh No. 2
Tahun 19735,

Pasal 16 t:Cukop Jelaa
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